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SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PEMTURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 5 TAHUN2OO4

TENTANG

RETRTBUST SURAT lZlN USAHA PERDAGANGAN (SIUP), tZlN INDUSTRI,

TANDA DAFTAR GUDANG ODG) DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ODP)

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKEDIRI,

bahwa dalam rangka menlngl@tkan pelayanan masyarakat dan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang Otonomi

Daerah, maka perlu mengatur lzin di bidang lndustri,

Perdagangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah t€ntang Retribusi

Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP)' lzin lndustri, Tanda

Daftar Gudang ODG) dan Tanda Daftar Perusahaan C|'DP);

Undang-undang Nomor't2 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah{aerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur;

Undang-undang Nomor Nomor 11 Tahun 1965 tentang

Penetapan Perafuran Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor

2 PRP Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 2759);

rJndang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan -
ketenfuan Pokok Kekuasaan KEhakiman (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran

Negara Repurblik lndonesia Nomor 2951 );

-Menimbang: 
a.

Mengingat : 1.

b.

2.

3.



')

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3209);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

Perusahaan (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 1982

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3214);

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tontang Perindustrian

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19&4 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang

dan lndusEi (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1987

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor336);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 trentang Perseroan

Terbahs (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995

Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3587);

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3611);

'l0.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 juncto Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 tenhng Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 18 Tahun '1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4048);

1'l .Undang-undang Nomor 23 Tahun 't997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hldup (Lembaran Negara Republlk lndonesia Tahun

1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RePublik lndonesia

Nomor3699);

12.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomc, 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor jr821)i



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
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Undang-undang Nomor 22 '"i;shun 1!,;9 tentang pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik lndonesia (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2002 Nomor 2, Tambohan Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor4168);

Perafuran Pemerintah Nornor 27 Tahun 1983 t€ntang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesla Nomor 3258);

Perafuran Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tolltang lzin Usaha

lndustrl (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun'1995
Nomor 25, Tambahan Lonrbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3596);

Perahrran Pemerintah Nornor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 19ID Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3838);

Perafuran Pemerintah Nornor 25 Tahun 2m0 tentang

Kewenangan Pemcrintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

200o Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 3952)

Perafuran Pemerintah Nomor 66 Tahun 200't tentang Rekibusi

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 261
Nomor 114, Tambahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia

Nomor 4139);

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tenhng Kawasan

lnduski;
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Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Benfuk

Rancangan Undang-undang, Rancangan Perafuran Pemerintah

dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik

lndonesla Tahun 1999 Nomor 70);

Keputrsan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan

Pongakuan Koarenangan Kabupaten dan Koh;

Keputrsan Preslden Nomor 34 Tahun 2003 tentang KebiJakan

Naslonal dl Bidang Pertanahan;

Keputusan MEnterl Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1S7 tentang

Pedoman Tata Cara Pemungutan Rebibusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1S7 tontang

Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retibusi Daerah;

Kepufusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

12lMPPKeN1l1998 tentang Penyelenggaraan wajib Daftar

Perusahaan;

Kepufusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

1O5lMPPKepl2l1998 tentang Penatiaan dan Pembinaan

Pergudangan;

Kepufusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor

59OMPP/Ko/10/1999 tontang Ketentuan dan Tata Cara

Pemberian lzin Usaha lndustri, lzin Perluasan dan Tanda Daftar

lndustl;

Kepufusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2'l

Tahun 2fi)l t€ntang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan

Produk-produk Hukum Daerah;

Kepufusan Menteri Dalam Negeri dan Oonoml Daerah Nomor 22

Tahun 2fi)1 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonoml Daerah Nomor 23

Tahun 20Ol tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum

Daerah;

Kepufusan Menterl Perindustrian dan Perdagangan Nomor

7 SIMPP Kept2001 tentang P edoman Standar Pelayanan Min imar

Bidang Perindustrian dan Perdagangan;

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

31.

33.

30.
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34. Keputr.rsan Menteri perinilt;:lrian dan pordagangan Nomor289lMPPKepl1Ol2@1 t.rnt;:r.:J Ketentuan Sitanc1ar pemberian
Surat tzin Usaha perdagangan (SlUp);

35. Keputusan Monteri Delam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2@2tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kediil Nomor 2Tahun 1999 tentang Retibusi tzin Canggtian (Lembaran DaerahlGbupaten Daerah ringkat il Kediri rah-un rs99 seri B Nomor7tB);

37. Perafuran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Kediri Nomor 6Tahun 1999 tenhng Retribusi lzin MenOirikan Bangunan(Lembaran Daerah lGbupaten Daerah Tingkat ll Kediri Tahun
1999 Serl B Nomor 10lB) ;

38. Peraturan Daerah lGbupaten Kedirl Nomor 2 Tahun 2000
tentang penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerinhh
lGbupaten Kediri (Lembaran Daerah XaOuiaten Kediri Tahun
2000 Nomor 10/Seri D)

39. Peraturan Daerah rGbupaten Kodirr Nomor 16 Tahun 2@o
Juncto Peraturan Daerah t(abupaten Kedirl Nomor 9 Tahun 2@2
tentang Perubahan Ahs peraturan Daerah lGbupaten Kediri
Nomor 16 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata
KerJa Dlnas-dlnas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Tahun 2flI2 Nomor 2 Seri D Tambahan Lembaran Daerah
lGbupaten Kedlrl Nomor2 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2OOO
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lGntor-kantor Daerah
( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2@0 Nomor 3 / C
Seri C);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2@2
tentang Program pembangunan Daerah lGbupaten Kediri rahun
2@2-20[5 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000
Nomor2TDSeri D);

42. PeraEran Daerah tGbupaten Kedirl Nomor 4 Tahun 2@2
tentang Rencana skategis Daerah tGbupaten Kediri rahun
2@2-20[E (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002
Nomor 4C Seri C Tambahan Lembaran Daerah lGbupaten Kediri
Nomor I Seri E);
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{1. Peraturan Daerah lGbupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2OOz
bntrang penerbihn Lembaran DaErah dan Berita Daerah
lGbupabn Kedid (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun2fl2 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kedirl Nomor 1 Seri E);

44. Peraturan Daerah lGbupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2OO3
bntang Rencana Tata Ruang Wlayah tGbupaten Kediri Tahun
2mG2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kedirl Tahun 2003
Nomor 9 Serl E Tambahan Lembaran Daerah lGbupaten Kediri
Nomor 3 Serl E);

45. Peraturan Daerah lGbupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2(X/3
bntang penetrapan Batas sepadan Jaran Menurut Krasifikasi
Fungsl Jalan di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten
Kedlrl Tahun 2003 Nomor 10 Seri E Tambahan Lembaran Daerah
lGbupabn Kediri Nomor 4 Seri E);

46. Perafuran Daerah lGbupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2@4
tentang Rencana pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten
Kedlrl Tahun 20O4 (Lembaran Daerah lGbupaten Kediri lahun
2fiX Nomor 1 Serl E Tambahan Lembaran Daerah Kabup,,aten
Kedld Nomor 1 Serl E);

Dengan persetujuan
DEWAII PERIA/AI(LAT\I MKYAT DAERAII KABUPATEN KEDIRI

MEMUTUSIGN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAEMH IGBUPATEN KEDIRI TENTAT.JG RETRIBUSI
SURAT tZlN USAHA PERDAGAi\,GAN (StUp), z,N tNDUsTRl,
TAiIDA DAFTAR GUDANG ODG). DAl,t TANDA DAFTAR
PERUS.qHMI| CIDP),

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perafuran Daerah lnl yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kedirl;
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2. Pemerintah Daerah adalah Kopala Daerah beserta Perangkat

Daerah Otonom yang lain sobagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri;

4. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap

jenis usaha yang bersifat tetap, t€rus menorus, yang didirikan dan

bekerJa serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik

Indonesia, untuk tuiuan memperoleh keuntungan dan atau laba:

5. Surat lzln Usaha Perdagangan yang solanjutnya disingkat SIUP

adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan;

6. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang

dllakukan socara terus men€rus, dengan tujuan pengalihan hak

atas barang atau jasa dengan dlsertal lmbalan atau kompensasi

yang dlnilal dalam bsntuk uang ;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan

kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak

melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, lirma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan' perkumpulan, yayasan'

organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang

sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

8. Perubahan perusahaan adalah meliputi perubahan dalam

perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan' Bentuk

Perusahaan, Alamat Kantor Perusahaan, Nama

pemlllUpenanggung jawab, NR rP, Modal dan kekayaan bersih

(Neto), Bldang Usaha, Jenls Barang{asa dagangan utama :

9. Pengelolaan usaha industrl dan perdagangan adalah kebijakan

p€roncanaan, pengaturan, Pengurusn, pembinaan, pengawasan'

pengehdalian dan pengombangarr kegiatan usaha industri dan

perdagangan ;

10. lndusbi adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah'

bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi

barang dengan nilai lebih tinggi untuk p€nggunaannya' termasuk

kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri I

11. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang

bersangkutan dengan cabang lndustri atau jenis industri ;

12.Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan

usaha di bidang usaha industri ;
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13.Jasa industri adalah kegiatan usaha yang bersangkutan ,rengan
jasa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan penunjang industri
lainnya ;

'14. lzin Usaha lndustri, yang selanjutnya disingkat lUl, adalah izin yang

diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan
indushi ;

15. lzin Perluasan lndustri, yang selanjutnya disingkat lpl, adalah izin
yang diberikan kepada perusahaan induski untuk melakukan
perluasan diatas 30% dari jumlah invesbsi dan atau jumlah

kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri atau Tanda

Daftar lndusfi yang telah dimllikl ;

l6.PersetuJuan perubahan industri adalah perceuuan yang diberikan

kepada perusahaan industri untuk melakukan perubahan nama
perusahaan, dan atau alamat perusahaan dan atau kepemilikan
perusahaan sesuai dengan izin usaha industri atau tanda daftar
in,Justri atau izin perluasan industri yang telah dimiliki;

17.Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup

dengan tujuan untuk tidak dikunjungi oleh umum melainkan untuk

dipakai khusus sebagai tempat penlmpanan barang-barang

perdagangan dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh

Menteri Perdagangan;

18.Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang

dilakukan oleh suafu perusahaan atau p€rorangan melalui

pemanfaatan gudang mililcrya sendiri, dan atau pihak laln untuk

mendukungy'memperlancar kogiatan perdagangan barang ;

19.Tanda Daftar Gudang yang selanjuhya disinglot TDG adalah

percetujuan penggunaan gudang yang diperuntukkan untuk

menyimpan barang-barang pemiagaan atau barang dagangan ;

2O.Daftar Perusahaan adalah daflar catatan resmi yang diadakan

menurut atau berdasarkan ketenfuan Undang-undang Nomor 3

Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-

peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib

didaftarkan oleh setiap porusahaan serta disahkan oleh pejabat

yang borw€nang;

21 . Buku Daltar Perusahaan adalah kumpulan-kumpulan Daftar

Perusahaan yang telah disusun serta terbuka unfuk semua pihak

yang berkepentingan ;
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22.Tanda Daftar perusahaan, yang selanjutnya disingkat (IDp) adalah
hnda dafiar yang dibedkan kepada perusahaan yang telah
disahkan pendaftarannya ;

23.Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk
melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain
yang diageni dongan suatu ikatan atau perjanjian 

;

24. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh
perorangan yaitu seorang pribadi yang juga bertindak sebagai
pengusaha yang mengurus dan mengerora sendiri perusahaan
miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang m€ngurus dan
mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan
tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekufuan ;

25. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah sesuai fugas dan fungsinya berdasarkan peraturan
Porundang-undangan;

26. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau Pemberian rzin tertontu yang khusus disediakan danratau
diberikan oleh Pemerinhh Daerah untuk kepentingan orang pribadi
atau Badan;

27. Retribusi perizinan tertonfu adalah kegiatan tertentu pemerintalr

Daerah dalam rangka pemberlan izin kepada orang pribadi ahu
badan hukum yang dimaksudkan untuk pembinaan, pongaturan,
pengendalian, dan pengawasan atau kegiatan tertenu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menunrt
Peraturan Perundang-undangan retrlbusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi;

29. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkalan tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri
Sipil yang selanjufrya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan buhi ifu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan
tersangkanya;

30. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan bahs waktu bagi Wajib Rebibusi untuk memanfaatkan
pemberian jasa pelayanan Surat lzin Usaha perdagangan (SlUp),
|ztn lndusfi, Tanda Daftar Gudang (IDG). dan Tanda Daftar
Perusahaan ODp) ;
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31 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD

adalah surat keputusan yang monentukan besarnya Retribusi yang

terutang ;

32.Surat Tagihan Rekibusi Daerah yarrg selanjutnya disinglot STRD

adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

adminisEasi berupa bunga dan denda ;

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Pasal 2

('l) Setiap orang dan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha

perdagangan wajib memilikl SIUP darl Kepala Daerah atau pejabat

yang ditunjuk;

(2) Dikecualikan dari kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) adalah

a. cabang/perwakilan porusahaan yang dalam menjalankan k€giatan

usaha perdagangan mompergunakan SIUP perusahaan pusat ;

b. Perusahaan kecil perorangan yang memenuhi ketentuan sebagai

berikut:

1 . Tidak berbentuk badan hukum atau percekutuan;

2. Diurus, dijalankan atau dikelola sendlri oleh pemiliknya atau

dengan mempekerjakan anggota keluarga/kerabat dokat'

c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggirjalan atau

pedagang kaki lima;

d. Modal usaha yang disetor dan kokayaan borsih (netto) seluruhnya

sampai dengan Rp. 5.000.0CC,- (lima Juta ) rupiah tidak termasuk

tanah dan bangunan ternPat usaha ;

€. Ketentuan hunrf a, b dan c tidak berlaku apabila dikehendaki

perusahaan

(3) SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. SIUP Kecil diberikan bagi setiap orang dan atau Badan Usaha

dengan modal kecil dengan modal disetor dan kekayaan bersih

(Neto) seluruhnya sampal dengan Rp' 20O'000.000,- (dua ratus

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,

waJib memperoleh SIIJP K*il ;
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b. SIUP Morrengah diberikan bagi setiap orang dan atau Badan
Usaha dengan modal menEngah dengan modal disetor dan
kekayaan bersih (Netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.@0,-
(dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.@,- (lima
ratus juta rupiah) tidak ternrasuk tanah dan bangunan tempat
usaha, wajib memperoleh SlUp ttenengah;

c. SIUP Besar diberikan bagi setiap orang dan atarr Badan
Usaha dengan modal basar dengan modal disetor dan kekayaan
bersih (Neto) seluruhnya di atas Rp. 5OO.OOO.O0O,- (lima ratus
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
utajib momperoleh S/UP 8esar.

(4) Persyaratan dan Tata cara momperoleh SIUP sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

(1) SIUP diterbftkan lrerdasalkan tompat kedudukan (domisili) perusahaan;

(2) SIUP borlaku selama perusahaan masih menJalankan kegiatan

usahanya dan selama tidak terjadi perubahan ;

(3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib melakukan

daftarulangsetiapl0 (sepuluh)tahun;,
(4) Daftar ulang sebagimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan biaya

administasl 10 % (sepuluh) persen dari besarnya retribusi SIUP ;

(5) Biaya adminlstasi sebagaimana dimaksucl dalam ayat ($, merupatan
Pendapatan Daerah.

Pasal 4
?i

.,.1

(1) Perusahaan sebagaimanii <limal<sud dalarn)ayai (2) yans melakukan
perubahan rnodal dan kekayaan bersih (Netto) baik karena peningkatan

maupun penurunan yang dibuldikan dongan Akta Ferubahan dan atalr

Neraca Perusahaan rvajib mongajukan perubahan SIUP ;

(2) Perubahan di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang

dibuktikan dengan Aha Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib

memperoleh SIUP s€suai dengan Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku ;

Pasal 5 tr
Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3
(tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan SIUP wajib mendaftarkan

perusahaannya dalam Daftar Perusahaan .
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BAB III

IZIi\,! INDUSTRI

Pasal 6

(1) setiap pendirian perusahaan lndustri yang memiliki nilai investasi
dlatas Rp. 5.0m.000,- (ima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan rvajib mengajukan permohonan lzin lndusbi kepada
Kepala Daerah metalui pejabat yang ditunjuk ;

(2) lzin lndusfri sebagaimana dimaksud dalam ayat (.1) terdiri dari :

a. Tanda Dafrar lndustri ( TDI) ;

b. lzln Usaha tndusti ( tUl) ;

c. lzin Perluasan.

Pasal 7
(1) Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok lndustri Kecil dengan

nilai investasl perusahaan seluruhnya dibawah Rp 5.0@.000,- ( Lima
Juta Rupiah ) tidak termasuk tanah darr bangunan tempat usaha,tidak
wajib mengajukan permohonan TDI kecuali bila dikehendaki oleh
perusahaan yang bersangkutan ;

(2)Terhadap semua jenis industri daram Kerompok lndustri Kecir denga,r
nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp 5.000.0@,- ( Lima
Juta Rupiah ) sampai dengan Rp 200.000.000.- ( Dua Ratus Juta
Rupiah ) tdak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , wajib
mengajukan permohonan TDI ;

(3)Tertadap semua jenis industri dengan nilai industri perusahaan
seluruhnya diatas Rp 200.000.0m,- ( Dua Ratus Juta Rupiah ) tidak
termasuk hnah dan bangunan tempat usaha, wajib mengajukan
permohonan lUl;

(4) Perspratan dan Tata cam m€mporoleh izin industri sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3)diatur dengan Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 8
(1) Perusahaan inciustri yang telah memperoleh izin industri wajib

menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Kepala Daerah
melalui pejabat yang dl tunjuk ;

(2) Jenis industri dalam kelompok industri kecil sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (1), dikecualikan dari kovnajiban menyampaikan
informasi indushi ;

(3) Ketenfuan tentang bentuk dan tata cara menyampaikan informasi
induski sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Kepala Daerah .
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Pasal 9
Perusahaan lndusEi yang telah memperoleh lzin lndusbi. dalam iangka
waktu 3 ( tiga ) bulan terhitung mulai hnggal diterhitkannva izin
lndusti wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar perusahaan 

;

Pasal 10
(1) Porusahaan lndustri yang melakukan perluasan melebihi 30 % ( Tiga

puluh persen ) dari kapasitas produksi yang terah diizinkan sesuai rUr
yang dimiliki, uajib mengajukan permohonan lzin perluasan 

;

(2) Persyaratan dan Tata Cara mengajukan permohonan izin perluasan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (,1) diatur dengan Kepufusan
Kepala Daarah.

Pesal 11

('l) 7D! dan ltJl hedakrr setama porusahaan lndustri yang bersangkutan
borope;asi ;

(2) TDI dan lUl wajib mengajukan Dafiar Ulang setiap 10 (sepuluh) tahun ;

(3) PengaJuan Daftar Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

dikenakan biaya adminishasi sebesar 10 % (sepuluh) persen dari
besarnya retibusi TDI dan lUl ;

(4) Biaya admlnlstrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), merupakan
Pondapatan Daorah.

BAB IV

TANDA DAI;TAR GUDANG (TDG)

Pasal 12

(1) Setiap perusahaarr dan stau perorangan yang memiliki dan atau

menguasai gudang wajib memiliki TDG dari Kepala Daerah atau
pejabat yrang ditunjuk;

(2) Usaha Perdagangan yang memillkl gudang wajib memilild TDG .dari
Kepala Daerah atau pejabatyang ditunjuk;

(3) Usaha pergudangan wajib memiliki TDG ctari Kepala Daerah atau
Pejabatyang dihrnjuk ;

(4) Dikeoualikan dari unjib memiliki TDG sebagairnana dimaksud dalam
ayat (1), (2) dan (3) tempat p€nyimpahan yang berada dalam komplek
usaha industri y"ng digunakan untuk menyimpan poralatan,

perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang / bahan jadi

unluk keperluan koglaian usaha industri toisebut;
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(s) persyaratan dan Tata cara memiriki rDG sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepata
Daerah.

BAB V

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN ODP)

pasal 13

(1) Setiap perusahaan wajib mendaftarkan daram Daftar perusahaan
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;

(2)Wajib Dafiar perusahaan sebagaimana dimaksud rraram ayat (1)
diberikan dalam bentuk TDp;

- (3) Persyaratan dan Tata cara pendaftaran perusahaan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) , dlahrr lebih lanjut dengan Keputusan Kepala

. Daerah.

pasal 14

Persetujuan atau penorakan pemberian TDp dari Kepala Daerah ahu
pejabat yang dihrnjuk ditetapkan dengan Keputusan Kepara Daerah ahu- psjabat yang ditunjuk.

Pasal 15

TDp tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 16

(1) TDP berlaku untuk jangka waktu E (ima) tahun

(2) TDP sebagaimana dimaksud dalam ayai (1) <iapat diperbarui sesuai
dengan ketentuan Porundang-undangan )rang berlaku ;

(3) Pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhlrnya masa berlakunya TDp.

Pasal 17

TDP dlnyatakan tdak berlaku apabila :

a. Torjadi perubahan bentuk perusahaan atau terjadi pembubaran
perusahaan;
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b. Perusahaan menghontikan kegiatan usahanya s€lama 3 (tiga) bulan

beturut-funrt sedangkan apabila porena gangguan toknis paling lama 6(enam) bulan borturut-turut kccuali ada- alasan yang dapat
dipetunggungjawabkan;

c. Berhenti akjbat akta pendiriannya berubah atau berakhir;

d. Perusahaan Cihentiken atau dibubarkan bordasarkan putusan
pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

e, Perusahaan telah mendafrarkan perusahaan secara tidak benar;

f. Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai izin yang
dimilik dan atau menambah usaha baru, setelah terlebih dahulu
diborikan psringatan tofiulis 3 (tiga) l(ali b€rturut-turut dengan jangka
uralctu maslng-maslng perlngatan 10 (sepuluh) hari.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan, penertiban, dan pengendalian terhadap
penggunaan SIUP, lzin lndustrl, TDG dan TDp clibantuk Tim pengawas
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
NAMA, OBYEK DAI.' SUBYEK RETRIBUSI

F;:.,;al 19

Dengan nama Rctrii:usi .9iup, Izin ltrdtlstl.i , TDG dan TDp dipungut
atas ponrberion izinnya.

Pasal 20

Obyek Retribusi adaiah pomberian SlUp, izin lndustri, TDG dan TDp;

Pasal2l

Subyek Retribusi adalah orang prlbadl dan abu
memperoleh layanan izin.

badan usaha yang



BAB VIII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal22

Retribusi SIUP, lzin lndustri, TDG dan TDP digolongkan sobagai

Retribusi PErizinan Tertontu.

BAB IX

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA

Pasal 23

Tinglcat psnggunaan Jasa diukur berdasarkan pelayanan perizinan dan
pendafiaran gudang serta pendaftamn perusahaan yang telah diberikan.

BAB X

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAtl BESARI'{YA TARIF

Pasal 24

Prinsip dan sitsaran dalam penelapan Struktur dan Besarnya tarif
retribusi porizinan tonentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22

didasarkan pada fujuan untuk menutup sebagian/ seluruh biaya

penyelenggaraan pemb6rian lzin;

&qBxt
STRUKTUR OAT{ BESARNYA TARIF RETRIBUSI

' Pasal 25
(1) Struldur tarif digolongkan :

a. SIUP betrlasarkan Modal Usaha yang dimilild dan Bentuk

Perusahaan ;

b. lUl dan TDI berdasarkan Nilai lnvestasi yang ditanamkan dan Bentuk

Perusahaan ;

- c. TDG berdasarkan Luas Gudang;
- d. TDP berdasarkan Benfuk Perusahaan

- (2) Stukilrr dan Besamya tarf Retsibusl sebagaimana tercantum dalam

l6



17

&cB xil
WLAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Rekibusl untr.rk SIUP, lzln lndusfrl, TDG dan TDP dipungut di Kabupaten

Kediri.

BAB XIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTAhJG

?asal 27

" Masa Rehibusi adalah jangka urakfu yang lamanya secuai dengan jenis obyek

pelayanan.

?asal28

Saat rehibusi teruhng adalah pada saat ditotapkannya SKRD atau dokumen

' lain yang dip€rsamakan.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 29

(1) Pemungutan retribusi tidak ciapat diborongkan pada saat pengambilan

KePutusau Fersetujuan ;

(2) Retribusi dipungut dengan m€nggunakan SKRD. aEu dokumen lain

Yang diPersamakan .

BAB XV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 30

(1) 'embayaran relribusi yang torutang harus dilunasi sekaligus;

(2)gtribusiyangtgrutangdilunasiselambat-lambatnya15(limabelas)
trarisejakditerbitkannyaSKRDatauDokumanlainyangdip€rsamakan;
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(3) Tah c;:r'i, p€mbayaran, p€ny€toran , tempat pombayaran Retribusi
diatrlr c,r :gan Keputusan Kepala lJaerah;

BAB XVI

SANKSIADMINISTRASI

Pasat 31

Pelanggaran terhadap pasal 3 ayat (3) dan pasal 11 ayat(2), dikenalon sanksi
administrasi dengan pencabutan izin yang terlebih dahulu diberi peringatan 3
(tiga) l<ali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Br\B XVII

KETENTN'AN PIDAI.IA

Pasal 32

(1) Wajib Rebibusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah dlancam pldana kurungan paling lama 3 (Uga)
bulan ahu denda paling banyak S (lma) kalijumlah Retribusi terutang;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran ;

(3) Denda sebagalmana dimaksud datam a;rat (1) disetorkan ke kas Daerah.

Pasal 33

(1) Barang siapa dengan senga;a molanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) t
Pasal 4 ayat (1)lPasal 5/ Pasal 9/ Pasal 12 ayat (1)t ayat (2) / ayat (3) I
Pasal 13 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan ahu denda paling banyak Rp. 3. @0. O@,- (tiga juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran ;

(3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke kas Daerah

Pasal 34

Pelanggi rn terhadap ketentuan pasal I ayat ('t) dan pasal 8 ayat (i)
dlkenaka sanksi pldana sosuai dengan kEtentuan porundang-undangan.yang
berlal,rl.
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BA8 XVIII
PENYiDIKAN

pasal 35

(1) pejabat pegawai Negeri sipil rertentu di ungkungan pemerintah 
Daerahdiberi wewonang khusus mbagai eenyioit untuk merakukan penyidikantindak prdana dl bidang Retribr-rsi oo"Lh *o"gaimana dimaksud daramUndang-undang Hukum Acara pidana yang Oeaafu ;(2) Weurenang penyidik sebag"ir"n" jm"L ud ayat (1)adatah :- a. Menerima, mencari, rJan mengumpulkan serta menoliti keterangan ataulaporan berkenaan dengan tiAat< piOana di bidang Retribusi Daerahagar koterangan atau laporan tersebut monjadi lengkap dan jelas;b. Merreliti, m

p,iuaoi 
-' 

"al"nHl" f i"##'[B:'f.,l -*i:Tns 
a n m 

"ns"n 
a i o ru ns_ c i,"#ilH*t"1""??x?i,.i-#ktx?*o.il;':**?-j*h,,tj',",[tr;

sehubunsandengan.rinaa r pid;na lT uloung Retribusi daerah :d. Memeriksa buku-_buku,-ca;i;;;L;, dan dokumenaoiumen rainyang berkerraal 
_1"_"q"1 

ti,,a"[piGi"*ai bidang Rekibusi Dasra h .e. Melakukan pengge-tedahan '-i;il mendapatkan barang buktipembukuan,pe?"+tun, o"n Oolrrin-dokumen lain, serh ril.k k.nponyitsan torhadap Oar.ng brffi i;eiut;f. Meminh u"1,g13,i..t";a;"";jiTffir ranska pelaksanaan tusaspenyidtkan tin_dak pidana-dt orariig il[iuusr Daoralr;s. Menyuruh berhenti,,netarann se.seii.ngl.n,"ninggalkarr ruangan atautempat oada saat pemer*sa"an'ili"?g o*r,angsung dan memeriksa
;l"eg#ilrdanlt"ta;.kiluri"',il'oiur.ru.lGs"d._iJ,o]r],,.r0

: H;ff".:H?:;:antl vans berkaitan dengan tindak pidana dibidans

I Xrffifl*rffi:,:?,t" rJidangai keteiattsa,nva rJan diperiksa sebasai
j Menghentikanpenyiditan;- k' Melakukan tin<jara'nrain vang pertu untuk kerancaran oenyidikan tindakpldana dibrJang ;etri'guii 

-L;;;-

, :,*,,#;::g;63._M;; ffi *#,,#penyidik pejabat._polisi li"so" -Rlpuf,ril 
rncon*ia sesuai dengan

f;lijllan 
yans aiaiur aoram 

-un;.il;;d1;s 
Hukum pcara pidana yins

BAB XIX
KETENTt.tAt, PENUTUP

pasat 36

HaFhal yang belum diatur dalam peraturan Daerah int cana^io-^perarcaiaan-nia"Iion'oi"t r tebih tanJur oten 
^"o 

jllllr sepanjans mengenai
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Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar. setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dangan penempitannya dalam Lem'bara-n Oaeian
Kabupaten Kediri.

Dlsahkan di Kediri
pada tanggal 18 - 5 - 2004

BUPATI KEDIRI,
TTD

SUTRISNO
Diundangkan di Kedld
padatanggal 18-5-2004

SEKRETARIS DAERAH
TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBAMN DAEAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2@4 NOMOR 2 SERI C

Sesuai Dengan Aslinya
BUPATIKEDIRI2..*,tAH/ey-=

Ailt
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERT,II KABUPA EN KEDIRI

NOMOF| I 5 TAHUN2004

TANGGAL : 18 - 5 .2004

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

SURAT IZIN

USAHA

PERDAGANGAN

(sruP)

A.SIUP KECIL

b.SIUP

IUEI"IENGAH

't.Perorangan

2.1(r)Ferasi

3.CV(Ferseroan

Komaditer)

| 1 .Perorangan
I

I

J 2.Koperasi

3.CV(Perseroan

Komaditer)

4.PT (Pnrseroan

Terbatas)

't50.000,-

150.000,-

175.000,-

Rp.300.000,-

Rp.150.000,-

Rp. 175.000,-

Rp. 175.000,-

Rp. 200.0@,-

Rp.350,000,-

Rp.

Rp.

Rp.

j 4.PT (Porseroan

j i e[DaEs)

i S-Badan Usaha

| ,",n 1trt1
+..-.-------

S.Badan Usaha

lain (BUL)

'i .Perorangan

2.Koperasi

Rp.175.000,-

ilp. 200.000,-

Rp. 2@.000,-

JENIS IZIN KA'TAGORI BENTUK

:.SIUP BESAR

3.CV(Persetoan

t

' NO. TARIF

1''



))

Komaditer)

4.PT (Perseroan

Terbabs)

S.Badan Usaha

lain @UL)

Rp. 250.000,-

Rp.400.000,-

Rp.2@.000,-

2 
ITANDADAFTAR
I |NDUSTR|CTDD

1. Perorangan

/ Koperasi

2. CV(
Perseroan

Komanditer )
lFlrma

3. PT(
Perseroan

Terbatas

Rp.175.@0.-

Rp.200.0@

Rp.250.000,-

IZIN USAHA
TNDUSTRI(UD

4. Perorangan
/ Koperasi

s. cv(
Perseroan
Komanditer )
lFlrma

6. PT(
Perseroan
Terbatas

Rp.300.@0.-

Rp.350.0@

Rp.4@.000,-

4 TANDA

DAFIAR

PERUSAHMN

ocP)

l.Perusahaan
Perorangan

2. Perusahaan
Koperasl

3.CV ( Perseroan
Komanditer ) /
Firma

4.PT ( Perseroan
Terbatas )

5.PT Penanaman

Rp.125.000,-

Rp.125.000

Rp 175.000,-

Rp.250.000,-
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l(PT.PMA)

6.Badan Usaha
Lain

TAIIDA DAFTAR
GUDANG GOG}

a.Gudang
dengan luas
36142
po#mai

b. sclebihnya
dirctapkan
setiap lvl2

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

:ip.3tr:r I 0,-

Rp.150.000,-

Rp.3.000

(.'<rrri f)eigan Asliflva

6P
(J I SEr(i

I r).\ -'
fn\

l-
I

I

t-
I

I
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Pirl\wiL[-AS,1N A] .\S
PERATUMT'I D,C,s i ii- ii |i.11\i] I,J PA EN KE D|RI

NOll,/,il,l( i i i'.:a\)!,.: 2t:;)4

Tr:f :i.'.: ':C

RETRIBUSI SURAT IZIN U.SA}1A ITi|iDAGANGAN (SIUP), IZIN INOUSTRI ,

TANDA DAF.TAii GUDAI{G (TDG)

DAN TANDA DI\.i; ]-/:,R Pi.iit.ISAIlAAN ODP)

l. PENJELASAN UMUtvl

Bahwa kenlajuan pt,rt ii.i:rr1!Ji.]{ r:in d.1n porkembangan ekonomi akan

berpengaruh terhadap pe(kcr b;irru.in tlunia usaha dan perusahaan . Berdasar

Undang-undang Nomor 3 l-alrun 1982 t,.:rrturr! wajib Daflar Perusahaan ,maka

data tentang perusahaan n roru p;iian h rf ,:trriirsi reslni untuk semua pihak yang
- 

berkepentingan b€(kaitan dengurr i<1,..:nii(.s d:rn hal-hal yang m€nyangkut dunia

usaha dan porusahaarr yang diuiritlun, bellolja sefta berkedudukan di wilayah

Republik lndonesia , sehirrgga 'iuir'ir r.Jil Pi:iusahaan Wajib daftar'

Berdasar Undang-undan;; l.l,.inor 5 Tahirn 1984 tentang Perindustrian,

maka untuk mencapai sasa{a,l pcntbangunan di bidang €konomi dalam

pembangunan nasional, lndullii ttrurttcoarlg p€ranan yang sangat menentukan'

sehingga Perlu dikenrbangkan .

Berdasar Undang-undang l\urttt-,r ?2 lahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah,perubahanterhadaps):l'-rrllirfir',r'itltl,lnanyangterjadidilndonesiatelah

membawa pengaruh tarhadap l\'rlL'{rr:':;'ran Penterintahan yang ada di Daerah'

Penyerahan beberapa ke\v')r'iili!.rn Pu:i'at kepada Oaorah' secara otomotis

.menuntutkepadaDaerahuntlli!l]]1}ii:/o:juaikanaturan.aturanyangselamalnl

dilaksanakan oleh Pomerint,..,ir Prr';at untuk didesentralisasikan kepada

. Pemerintah KabuPaton.

Sosuai denpan Keptrt''t';'n h4'rrj 'i 0':ilam lJegeri Nomor 130'67 tenbng

Pengakuan kevrei, 1n$an ('':--'i,.'t'i."il / K<'ta Pusat yang diserahkan kepada

- 
Pemerintah Daerair antar' : ' r cf i:irtg ln'lustri dan Perdagangan s€rla

-. Penanaman ir,4ciiai.

-. . Perry.i?il.rtt kewer, ;,: .:rr (; ' ':lar)g lrrdustri dan Perdagangan dl

. Kabupaten F.ediri selama irri telah cliiaksanakan oleh Dinas Pemasaran, sehingga

,.aturandiBidanglndustridaiiPerriag:rng:tnperludisesuaikandengankebutuhan

dan kondisi masyarakat ['abrrp:rten Kc'Jlri'



Perlindungan kepada pcrusahaan-porusahaan di bidang regaritas usaha di
Kabupaten Kediri menjadi penting, daram rangka untuk menciptakan situasi yang. - kondusifdan berusalra secarajujur dan terbuka.

Bagi Pemerintah, adanya aturan yang jeras di Bidang rndustri dan
Perdagangan serta pendaftaran perusahaan merupakan sarana unfuk

- . 
- memberikan bimbingan, pemantauan peroncanaan serta penciptaan sistim

- lnformasi bagi perusahaan yang dapat momberikan manfaat secara regional- 'maupun secara Nasional kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta akan' memudahkan untuk sewaktu-lvalitu nrengikuti secara seksama keadaan dan'' perkembangan sebenarnya tenr:rng dunia Usaha yang ada di Kabupaten Kediri
secara menyeluruh .

Bagi Pengusaha,Poraturan Daorah ini dapat dipergunakan untuk- 
memberi kepastian hukum tenkng hak dan kewajiban perusahaan dalam
pengembangan usaha di daeralr.

ll. PENJELASAN PASAL DEMI PAST,L

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 1

Pasal2 Ayat(1)

Cukup jelas

Yang dirnaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah

Pejabat yang diberi tugas memberi izin oleh Kepala

Daerah sosuiii dengan tugas dan fungsinya berdasarkan

Peraturan Perun,lang-undangan yang berlaku.

Cukup jclas.

Cukup ji:la s.

Yang diniaksud tempat kedudukan (domisili) perusahaan

adalalr Cinrana perusahaan tersebut menjalankan

koglatan usaha ,sedangkan bagi cabang yang

didafi.arkan aclalah kantor kedudukan cabang.

Cukup jol;is

Yang cli;i,i,lis,.ril r:orubahan modal dan kekayaan adalah

sesuai dcrigrrr Jumlah modal yang tercantum di SIUP

,contoh rrrisi,!;r,,a SIUP Kocil yang modalnya dibawah Rp.

200.000.0C0,- (Dua ratus juta rupiah) menjadi SIUP

Menongah yan,T berarti antara Rp. 200.000.000,- sampal

dongan f?p.500.000.000,- (Dua ratus juta rupiah sampil

dengan Lirrra raiusjuta rupiah) dan seterusnya.

Pasal 3 Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal4 Ayat()



Ayat(2)

Pasal 5

- Pasal6 Ayat (1)

Ayat (3)

Pasal 7

: Yang dimaksud perubahan diluar
perubahan penrilik, Alamat Usaha,
dan sebagainya .

: Cukup jelas

26

ayat (1) misalnya
Barang dagangan

: Yang dinraitsr.rcj lzni lndustri adalah izin yang harus
diniiliki oleh peogusaha/ pErusahaan industi untuk
rnelakuk;rn plo<,lul<si i<omersial.

Ayat Q) huruf a rJan b : Cukup jelas.

huruf C: yang dimaksud lzin peduasan adalah lzin yang harus
dimitiki apabila kapasitas produksinya lebih darl 30 %
dari kapasitas yang telah diizinkan sesuai lUl yang
Ull 

',I;t\;

: Cukup j.iias

: Gukup jolas

Pasal 8 sampai pasal 11; Cukupjelas

. Pasal 12

Ayat (1) sampai ayat (5) cukup jol:rs

Pasal 13 sainpai pasal 24 cukup jelas

... Pasal 25 Ayat (1)a. : ya.g </irnaksuti r.odal usaha sesual <longan golongan :

1.SIUP l(ccii = lllodal sarnpai dengan 2OO.0OO.OOO

2.SlUf) [1eri.:ngalr = lvlodalrrya sobesar

Rp.200.CO{l,i)C0,- s/d l:{p. S00.0C0,000,-

3.SlUi, llcsar ." i'"{odalnya diatas Rp.500.OO0.OOO,-

SoCirrrgkirrr t)cr,tuk Perusahaan terdiri dari :

a.l)cr-r"tsaii.i;it i-,eiorangan

b.pcrus;lrei,rt Kopi;rasi

c.Pe rusatraan CV( Perseroan l(omanditor)

d.Pcrr;..:arr',.r r: PI (Perseroan terbatas)

s.Perusaha;n rlUL (Badan Usaha Lain sepelti

perusalr:.1,: "r rlaerah )
Huruf b : Cukup.let,i;

l{uruf c : Luas gr-,r1;rrrg u,bawah 2,500 M2



27

Huruf d
Ayat (2)

Pasal 26

Cukup Jelas

: Cukup jelas

sampai pasal 37: Cukup Jelas

TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENKEDIRINOMOR 2 SERI C


